ey LY

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 huruf k Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
mengatur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan Pemerintahan Daeraly;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daeralh Otonom Kabupaten-Kabupatenn Dalam Lingkungan Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092},

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negafa Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembarann Negara Republik Indomesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
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ITMQ?"" Nomor 12 'T‘ahnﬁ MR tentonne Peruhahan Kedna Atas

N B o A ASCALACAL A AAVNSAMACA 4 ALAANS

Undang-Undang Nomor 32 ‘{tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan ambaran ? N’n-mm Pnn!.hhb— Indonesia Nomor 45244\

Undang-Undang Nomor 33 ‘lahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

{1 amharan Neozarz Rermibhlilk Indonesia Tohun 2004 Nomor 126
egara Nepuliy naonesia g ZUU4 NOmor 1.0,

\Aeaaans

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tshun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Reatribuici Daerah ”' ambaran Namam Ranuihlils Indonesia Tahun 2000

TR AR VA NAL A CASA CAL A | AdsA LA S “AsaA aws

Nomor: 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undane-lndane Nomor 22 Tghun 2000 tentano Panaelolaan
VAL“\A—ALD VLAMLO A Vvasavsa N Bt AnAsavaasa Bt NS b - \M‘DV‘V‘MA

A A AAAL A,

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 505Q):

29},
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor Q’) Tamhahan lLemharan Neoaras

Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peratuirann Pemaerintalh Nomor 70 Tahun 2005 tel‘lfa11g Padoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambzhan lLembaran 'Namra ph‘)‘ﬂ 1bkY Indonesiz Nomor 45Q3):

NANSLACISACA A YrasANsa “~yy

Peraturan Pemerintah Nomor 38 ‘Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinei dan  Pamerintahan Daeralh Kahunaten /Kota {[amhbaran
s dan ciermianan  aeranl  Xabupaten Xota  (Lembaran

Negara Republik Indonesia ‘ahun 2007 Nomor 82, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peratuiran Pemerintah Nomor £8 Tahun 20 10 harnfang Tata (Cara

ALAN/A Aa A 15-3-5-QRAY

Pemberian dan Pemaanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomeor 119, Tambah Lembaran Negara Republil Indonesia Nomeor

5161);
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11, Perghiran Daersh I(ahnprfnn ’!‘-zmn'l 1 ’I‘aﬁmh Nomor 26 Tahun 2007

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah.

dan
RITPATI TAPANTIIY TENCATY
MEMUTUSKAN :
Menetankan : PERATITRAN NARRAN TENTANG RETRIRIICI PENJITATAN

PRODUKSI USAHA DAERAH.

RAR

KETENTUAN UMUM

Iasd

Pasal 1

Dalam Pératuran Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1o

Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pemerintahan Dasrah adalzh  Permvelenozrzan mmerintalan Alahk
afgaian renydiengaraan oran

T
A wasavasa A VAL & A VAAACA ArasAAsACAs A Srarcaa

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kacatiian Pnpnhhlr Indoneascia mhamamaﬁo dimaleuid dalam TTnHonﬂ_TTﬁHQﬁg

FoRwiviog

Dasar Negara Republik Indonesia T'ahun 1945.

Peémerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai
AAAAA penvelenggar nerintzhan Daerzh,

Bupati adalah Bupati Tapanuli ‘I'engah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lemhbaaa pnﬂ:'a!fﬂon ralnrgf daesrah Vahnﬁofnn Tananuli Ten

o
AL Avarane Oy AACA N A = b Aspmaaa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi

Aaarsh ceeirair Aenaan Paratiiran P riundang-nindanean vana herlaln
WALANT A VAL A RPN NP NANAL A A A WA AL AL - A .

~ > - - SALA L VA MALAa AT MAAAGRA AL L CAd Ay Ao A A

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
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. Retribuisi Peniualan Pradiilsi IJsaha Daeral

& . . . 3 . .
. Penyidikan tindal pidana di bida:s

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Ta Usaha adalzh issa

rang disedizlaoy cleh  Pemerintal denozan

}"““D SEARSIZ e AL Aanon s A SPASTAS 2 SEARRNL RN S FAZAAIINAL L
menganut prinsip-prinsip komersial karena pacia dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

adalah

S a4 ns A WAL AGAAAL 4 AV navaaaTa s waCaaa

penjualan hasil produksi usaha daerah.

. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah

bulkti pembayaraﬂ atan nenvetoran retribusi yang telzh dilslikan denoan

sz CALi Uil g Ve e e

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas

Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Bupati.

.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD,

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.
Surat Tagihan Reribusi Daerzh vang disingkat STRD, adalah surat untul

melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan / atau denda.

MALA A ALnns SAsAaCaacaa

ddta, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

qu“'jﬁb n I}oma'nnhap Lewsaiihan etribusi daerah dan/atsn untul

‘‘‘‘‘ VA RoAL L Avu A NTa MaTAv A Caa s WrALL ) AvAa “asvwaa

tufuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi daerah.

o 7
RA RAlACAAl Avaanc A kA eaaCas s A A a e s A

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

e i o )
pidanz  dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
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BAB II
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal! 3

(1) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Penjualan
Produksi Usaha Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :
a. bibit benih tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, kehutanan
peternakan dan perikanan;
b. komoditi hasil tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan,
kehutanan, peternakan dan perikanan.
(2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah, penjualan produksi oleh pemerintzh, BUMN, BUMD dan Pihak

Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau
badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.

Pasal 5§

Tingkat penggunaan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasakan
jenis dan jumlah usaha daerah.

BAB INI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah ini digolongkan Retribusi
Jasa Usaha
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BAB IV
PRINSIP, SASARAN DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada

harga pasar.

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut
a. bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan sebesar
90 % dari harga dasar;
b.’harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan secara

periodik oleh Bupati cq. Pejabat yang di hunjuk.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Pemungutan retribusi dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD} atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana/dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. .

{3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas melalui BKP pada Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah.

BABR VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang terutang dipungut di
wilayah Daerzh.
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BAR VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 11

(1) Pembayaran retribusi harus dilunasi/dibayar sekaligus .
(2) Penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan
Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.

BAR VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 12

{1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 13

(1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalalmn  jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat
tegutan/peringatan/surat lain sejenis wajib retribusi harus melunasi
retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh

Pejabat yang dihunjuk.
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BAR IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 14

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

{2} Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimena dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila: =
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun

tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
‘l'eguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Kabupaten.

{5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 15
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut menenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang
sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupeti.
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BAB XI -
PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasgal 16

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan peraturan daerzah ini.

{1)

(2)

BAB XTI
PENYIDIKAN
Pasal 17

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daeraly diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidania di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
meneliti, mencari, dan mengumpulkan Kketerangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

meminta keterangan dan bahan bukt dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah; |
melalkukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukt tersebut; o]

meminta bantuan tenaga ahli dalam: rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
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menyurth berhenti dan/atau melarang seseorang meninggatkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret sesecrang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau sakst;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

RAR XIII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 18

{1} Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
dapat diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan
dan/atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang
yang tidak atau kurang di bayar. '

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1); mezrupakan pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Penerimaan Negara.

BAB XTIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Tapanuli Tengah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Hasil

Produksi Usaha Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 17 September 2012

BUPATI TAPAWULI TENGAH,

dto
RAJA BONARAN SITUMEANG

Diun kan di Pandan
Pada 17 September 2012

S ARIS DAERA}T KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 18
T. 2012 SERIC
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG
RITRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai salih satu upaya untuk
mewujutkan otononomi daerzh yang luas, nyata, dan vbertanggmlg jawab,
pembiayaan pemerintah dan pembagunan daerah yang berasal dari Pendapatan
Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu
ditingkatkan sehingga kemendirian daerah dalem hal  pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

H. PENJELASAN PASAY DEMI PASAT,

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Yang dimaksud dengan ” Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah” adalah
hasil produksi usaha daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
antara lain Bibit Tanaman Semusim, Bibit Karet, Bibit Kakao, Bibit Kayu-
kayuan, Bibit Ternak, Benih Ikan dan lain sebagainya.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
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Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN
2012 NOMOR 18 SERI C
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